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MOTTO

Waktu adalah pedang. Barang siapa yang tidak bisa mengunakannya ia akan
celaka.

Sesungguhnya shalat, Ibadah, hidup dan matiku hanya kuserahkan kepada
Allah.

Duelling 1s my reason D’Etre. Hidup adalah menjalankan peranan kita sebaik-
baiknya dengan menyadari potensi yang ada pada diri kita serta mengunakan
kinerja potenst dan materi dengan sebaik-baiknya.

Didalam hidup ini kita akan selalu melihat matahari dan bulan, air melalui
bebatuan selama masih bergerak, harimau perkasa yang memebutuhkan
kijang yang lincah, raja, bangsawan bersama rakyatnya dan pasang surut
antara Ide dengan penglihatan. Semua berjalan dan memang
Sunnatullah.

Pengetahuan tentang medan, sifat medan, sususnan medan, respon medan dan

jarak medan ialah syarat dan kunci bagi kita untiuk berada diatas medan.
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Contoh:

-

Qi stuhibbuna O al-insan

Ta’ al-Marbutah

Transliterasi Ta’ Marbutah hidup dengan “t”
Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”
Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang a/ dan lafal kedua dipisah maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh:

sl gl-rahmah

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama
baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

daas Muhammad
A8 al-wudd

E. Kata Sandang “J “
Kata Sandang “J « ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf gamariyyah maupun huruf

syamsiyyah.
Cpntoh:
ol i al-Qur’an
Ll - al-Sunnah
Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam
transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa
Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal

kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al” dil



Contoh:
ol adl sl . al-Imam al-Gazal
gl sl 2 ql-Sab‘u al-Masani

Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas () atau apostrof jika
berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika Hamzah terletak di depan maka

Ham:zah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: (1l p sle ¢laal - Thya' “Ulum al-Din

H. Penulisan Nama
Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapakan secara ketat, seperti:

Gaa e ditulis Abd al-Rahman.
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ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang keberadaanya diakui hampir
diseluruh dunia. Konsep dan keberadaanya menempatkan manusia pada
kedudukan mulia dan bermartabat. Konsep ini sebenarnya mulai muncul setelah
berakhirnya Perang Dunia II. Universal Declaration of Human Right kemudian
disusun PBB sebagai standar pelaksanaan HAM bagi anggotanya yang terdiri atas
berbagai bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda.

Dalam penerapan nilai-nilai HAM terdapat permasalahan diberbagai
kawasan tertentu, terutama di negara-negara Islam. Persoalan itu meliputi hal
yang berkaitan dengan kedaulatan nasional, masalah yuridiksi dan keamanan
nasional. Persoalan selanjutnya adalah yang terkait dengan sosio-historis Islam
yamg memiliki pandangan filosofis dan peradaban yang berbeda dengan
pandangan barat (Cultural Basic Resistantion). Hal ini sering digunakan Barat
dalam menuduh Islam sebagai anti HAM dan demokrasi, yang sering disertai
tujuan politis dari negara Barat.

Dalam persoalan ini harus dipahami karakteristik HAM barat yang
mendasarkannya pada hukum kodrat. Hukum Kodrat sebagai cikal bakal HAM
ditangan filosof Barat kemudian melahirkan rasionalisme, individualisme dan
sekularisme. Bentuk konkret dari positivisasi hukum kodrat adalah rasionalisme
dan demokrasi kapitalis-liberal. Sementara itu, pemikiran HAM dalam Islam tidak
lepas dari keberadaan wahyu. HAM ditimbulkan oleh Syari’ah dan bukan oleh
kodrat alamiah. Islam selalu memandang hubungan mahluk —~Tuhan, wahyu dan

perwakilan manusia dibumi. HAM Islam bersifat doktrinal, global dan Universal.



Latar belakang tersebut mencirikan karakter negara Muslim dan Barat dalam
melaksanakan HAM.

Perlindungan HAM negara Islam pernah dipraktekkan Umar bin al-
Khattab yang melindungi hak-hak manusia dalam bidang agama, jiwa, akal,
kemanusiaan, keadilan serta harta benda. Jaminan dan perlindungan Umar selalu
berpedoman kepada al-Quran, al-Sunnah maupun keputusannya sebagai seorang
mujtahid. Perlindungan hak dasar ini walaupun terkadang berbeda dalam metode
akar tetapi terdapat beberapa hal yang sesuai dengan perlindungan HAM Barat.
Umar dalam perlindungan HAM mengutamakan maslaha yang menjadi tujuan
hukum Islam. Praktik dari perlindungan HAM tersebut memiliki kecocokan
dengan negara Muslim modern (IndOnesia) yang tercetmin dalam jaminan hukum

dan perundangan negara tersebut dalam bidang HAM.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

HAM adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia semenjak ia lahir
hingga meninggal dunia, sehingga dengan demikian tak seorangpun yang berhak
untuk merampas atau melanggar hak tersebut dari orang lain'. HAM adalah hak
yang kodrati yang harus dilindungi dan dihormati untuk menjaga martabat
manusia’

Konsep yang demikian dalam kehidupan manusia diharapkan dapat
dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan diantara individu maupun dengan
masyarakat, dimana dalam kehidupan manusia pastilah terjadi benturan
kepentingan. Agar dalam benturan kepentingan tersebut tidak merugikan salah
satu fihak maka perlu diadakan suatu hukum. Hukum itu diusahakan sejauh
mungkin tidak bertentangan dengén HAM yang mencakup hak untuk hidup, hak
untuk memiliki dan hak untuk merdeka.

Manusia sebagai makhluk yang muli? tentu secara nurani mengakui dan
menghormati HAM. vKonsep ini tidak hanya cukup diyakini dan diakui oleh
manusia akan tetapi juga harus ada jaminan yang tegas mengenai hal tersebut,
sehingga cita-cita tentang HAM tersebut bisa berjalan secara konseptual maupun

faktual.

' A. Hafizar Hanasfi dkk., Tata Nega ra (Jakarta: Yudhistira, 1996), him. 78.

2 Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi selalu ingin mengembangkan
potensi dalam dirinya. Hak hidup, kemerdekaan dan hak milik adalah dasar bagi manusia untuk
membentuk peradaban dan membedakannya dengan makhluk yang lain.



Pada era nation state sekarang ini, pengakuan dan perlindungan HAM
secara faktual maupun konseptual tercermin dalam Universal Declaration Of
Human Right (UDHR) yang lahir pada 10 Desember 1948 dan dibidani PBB
sebagai lembaga internasional gabungan negara-negara sedunia yang terdiri dari
berbagai bangsa, agama dan kebudayaan. PBB sebagai lembaga pemrakarsa
menganjurkan anggotanya untuk meratifikasi perjanjian lain yang berkaitan
dengan HAM. Dalam lembaga ini dibenrtuk komisi-komisi yang ditugaskan
mengawasi pelaksanaan HAM. Negara anggota yang meratifikasi diwajibkan
melaporkan kemajuan terhadap pelaksanaan dan perlindungannya4.

Berbicara mengenai HAM tentulah tidak akan lepas dari sejarah
pencarian negara Barat tentang kedaulatan. Setelah polemik lama yang
melelahkan antara negara dengan gereja5 , di Eropa mulai berkembang pemikiran
tentang hukum alam. Para teoritikus hukum alam® kemudian berhasil menelorkan

konsep kedaulatan rakyat, trias politika dan demokrasi yang membawa Eropa ke

»

3 Antonio Cassesse, Hak Asasi di Dunia yang Berubah, alih bahasa Rahman Zainuddin,
cet. ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), him. 22.

4 peter Davies, Hak-Hak Asasi Manusia, alih bahasa Rahman Zainuddin, cet. ke-1
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), him. 14.

5 pada abad ke-13 dan 14 terjadi konflik yurisdiksi antara gereja dengan raja.Raja
dengan kekuatan nasionalnya melakukan ekspansi wilayah dengan penduduknya yang sebangsa,
sedang gereja ingin memantapkan politik gereja atas semua umat kristen tanpa memandang
kebangsaan.Lihat Moh. Mahfud MD., « Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat
dan hukum Islam. a/-Jami’ah Journal of Islamic Studies, Vol. 63 (Juni 1999), him. 31.

6 Salah satu tokohnya adalah Hugo de Groot, yang menyatakan hukum alam adalah
peraturan murni yang tetap, tidak mungkin bertentangan dengan hukum yang masuk akal ini. Dia
juga mengatakan akal dapat membimbing manusia tanpa tuntunan yang gaib. Lihat Suhino, //mu
Negara (Y ogyakarta: Liberti, 1993), him. 95.



beberapa revolusi penting.” Setelah kemunculan nation state dan
revolusi industri kawasan Barat mulai terseret ke arah konflik antar bangsa yang
merembet ke arah perang dunia I dan perang dunia II. Kenyataan yang
menghilangkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia itulah yang
melatarbelakangi pencetusan UDHR 2

Berdirinya lembaga PBB dengan UDHR yang terkandung didalamnya
dirasakan sebagian besar warga dunia khususnya umat Islam terdapat
pertentangan-pertentangan berbasiskan religi dan budaya, bahkan dianggap
sebagai jargon dan simbol saja dalam kehidupan internasional. Setelah
keberadaan PBB dan UDHR ternyata dunia masih dilanda ketidakadilan dan
pelanggaran HAM, bahkan oleh negara yang mengaku kampiun demokrasi dan
HAM. Berkenaan dengan masalah tersebut negara-negara Muslim mulai melihat
kedalam nilai mereka sendiri dalam menerjemahkan UDHR hingga menghasilkan
deklarasi Kairo dan HAM Islam oleh Dewan Islam Eropa di Inggris.

Bila dicermati maka langkah tersebut memiliki akar sejarah yang
panjang yang berujung kepada Rasul dan para sahabatnya. Bila menyoroti tentang
HAM dan perlindungannya dalam sejarah pemerintahan Islam salah satunya akan
terlihat dalam masa pemerintahan Umar bin al-Khattab ( 13-23 H/ 644-655 SM )
yang bisa diperhatikan dengan adanya beberapa kebijakan Khalifah yang ada

hubungannya dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara yang jauh

7 Yaitu mulai berlakunya sistem monarki konstitusional di Inggris (1689),
dicetuskannya Bill of Right dan diundangkannya konstitusi Perancis (1791).

¥ UDHR dilatar belakangi pasca Perang Dunia I dan II, dimana banyak orang
kehilangan nyawa, harta benda, cacat dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang
menyedihkan.



mendahului negara-negara Barat yang baru memunculkan konsep tersebut pada
abad ke-20.

Dalam pemerintahan Umar bin al-Khattab telah ada perlindungan
terhadap hak-hak sipil ketika didirikan lembaga al-Ifta’ yang diperuntukkan untuk
mengadili permasalahan hukum dan menghindari kekacavan hukum dalam
Daulah Islamiyah. Penagguhan hukuman potong tangan yang dilakukan
Khalifah'® pada saat terjadi kelaparan merupakan bentuk perlindungan pula
terhadap HAM warga negara karena pada saat itu memang negara tidak bisa
memenuhi kewajibannya untuk membebaskannya dari rasa lapar.

Perlindungan hak dasar dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial
untuk memperoleh hidup yang lebih layak sesuai dengan harkat kemanusiaan,
telah diusahakan negara lewat keberadaan Bait al-Mal"' yang penggunaan
dananya oleh negara memang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat dan
urusan publik. Sementara itu dalam bidang sosial Umar yang saat itu menjabat
sebagai Khalifah mencabut fatwanya tentang batas maksimal mas kawin ketika ia
memperoleh teguran dari salah seorang wanita mengenai persoalan tersebut'”. Hal
ini mengindikasikan adanya penghormatan terhadap gender dan tidak
mendiskriminasikan hak-hak mereka.

Dalam bidang }agar’na dan kepercayaan terlihat jelas pemerintahan Islam
yang tidak memaksakan agama mereka kepada penduduk suatu negara yang

ditahlukkannya. Pada saat di Mesir, pasukan Islam tidak memaksakan agama

® Muhammad Hussein Haikal, Umar bin al-Khatab, alih bahasa Ali Audah (Jakarta:
Litera Antar Nusa, 2002), him. 671.

1 1bid., him. 758.
" Ibid., him. 673.

2Zul  Asti LA, Pelaksanaan Musyawarah Pada Masa Pemerintahan
Khulafaurrasyidun, cet. ke-2 (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), him. 20.



mereka kepada penganut Kristen Kopti'> dan memberikan jaminan keamanan dan
kebebasan beribadah kepada mereka. Begitu pula ketika Islam menaklukkan
Jerusalem, Khalifah Umar memerintahkan agar jangan merobohkan gereja
ataupun salib orang-orang Kristen di sana."

Perlindungan HAM juga dilakukan dalam bidang politik, pertahanan dan
keamanan . Pada saat itu Umar menjamin hak penduduk Irak, Syam dan Mesir
akan kepemilikan tanah mereka yang tidak dibagikan kepada kaum muslimin
sebagai ganimah, akan tetapi tetap menjadi hak mereka dengan membayar pajak
tanah (Jizyah) kepada negara'”. Pendirian Diwan al-Jund dan kepolisian16 juga
merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat untuk bebas dari rasa takut dan
merasa aman. Khalifah Umar pernah memerintahkan seorang penduduk Mesir
membalas cambukan yang dilakukan Muhammad bin Amr bin As. Cambukan
yang dilakukan oleh Muhammad bin Amr ternyata dilakukan dengan disertai
pernyataan yang merendahkan derajat orang Mesir tersebut.

Ketika menjatuhkan hukuman gisas kepada Muhammad bin Amr,Umar
mengecam hal tersebut sambil berkata, “Amr, sejak kapan anda memperbudak
orang padahal ibunya melahirkan dia sebagai orang yang merdeka.” Kasus
tersebut memperlihatkan bahwa Umar mengakui dan menghargai persamaan hak

antara sesama umat manusia.Yang terakhir adalah dialog langsung dengan

13 Haikal, Umar bin al-Khattab, hlm. 761.
" 7ul Asri LA, Pelaksanaan Musyawarah Pada Masa, him. 26.

15 Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, cet. ke-2
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 46.

' Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2000),
hlm. 46.



Khalifah pada tahun haji'’ merupakan contoh kebebasan yang diberikan negara
pada warganya untuk menyuarakan aspirasi mereka demi kemaslahatan bersama.
Beberapa hal yang dilakukan Umar tersebut bila diperhatikan akan mempunyai
beberapa persamaan dengan ciri negara demokrasi modern yang di kemukakan
A.V. Dicey dimana di dalamnya terdapat elemen yang terkait dengan pengakuan
dan perlindungan HAM.

Walaupun memiliki kemiripan namun secara fundamental dasar
pemikiran Islam tentang negara dan hak dasar warganya berdasarkan kepada al-
Quran dan al-Hadis, hal ini sebagaimana tercermin dalam Firman Allah SW.T

(al-An'am: 162-163)

Wiy & Sy ¥ oodld ) & gl sl Sy g 0f

Dari prinsip tauhid, di dalam jiwa seorang muslim akan timbul
kepatuhan dalam menjalankan kewajiban. Dari kewajiban tersebut terkandung
kewajiban kepada Allah (Huququllah) dan kewajiban terhadap manusia (Huquq
al-'Ibad) dan untuk selanjutnya Syaikh Syaukat Hussain dengan men:gutip AK.
Brohi Mengatakan : l

Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Tuhan

mencakup juga kewajibannya kepada manusia yang lain. Maka

secara paradoks hak-hak individu tersebut dilindungi kewajiban di
bawah undang-undang Iahi."

17 Zul Asri LA, Pelaksanaan Musyawarah Pada Masa, him. 35.
'8 Al-An’am (6) : 162-163.

' Syaikh Syaukat Hussein, HAM Dalam Islam, alih bahasa Abdul Rahim, cet. ke-1
(Jakarta: GIP Press, 1996), hlm. 6.



Sebagaimana suatu negara harus tunduk kepada hukum, yang berarti
negara harus melindungi hak-hak individual. Dengan menyoroti hal-hal yang
terjadi terhadap HAM dari awal kemunculan hingga masa sekarang dan juga
dengan melihat perlindungan HAM masa Umar, maka dapat diketahui pentingnya
negara sebagai lembaga otoritatif dalam pelaksanaan perlindungan HAM®.
Dalam hal ini konsep Islam dari Khalifah Umar tentang pentingnya negara
sebagai otorita yang menegakkan HAM ternyata mendahului konsep negara-

negara Barat yang baru memunculkannya pada abad ke-20.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang di atas agar dalam pembahasan dan analisis tidak
terlalu melebar dan meluas, sehingga tidak sesuai dengan judul dan tujuan
penulisan skripsi ini, perlu adanya suatu pokok masalah yang menjadi objek
kajian, rumusan masalah ini diwujudkan dalam beberapa pertanyaan:
1. Bagaimanakah pandangan Umar bin al-Khattab mengenai Hak Asasi
Manusia?
2. Apa yang dilakukan khalifah Umar bin al-Khattab dalam rangka
melindungi HAM ?
3. Apakah ada perlindungan HAM pada masa kekhalifahan Umar bin al-

Khattab yang sesuai dengan perlindungan HAM di Indonesia ?

*® Syaukat Syaikh Hussein, Hak Asasi Manusia , him. 16-17.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang pandangan Umar bin al-Khattab
mengenai HAM.

2. Untuk menjelaskan kebijakan negara masa Umar untuk menegakkan
HAM

3. Mengetahui Perlindungan HAM masa Umar serta keberadaan jaminan
hukumnya oleh di Indonesia.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah :

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang ilmu hukum dan humaniora

2. Untuk mencari hubungan negara sebagai kekuatan berdaulat dan

jaminannya atas hak-hak rakyat yang dipimpinnya.

D. Telaah Pustaka

Buku yang disusun Syaikh Syaukat Hussain , HAM dalam Islam (1995)
mengungkapkan dasar-dasar hukum Islam mengenai HAM berkaitan dengan
sumber hukum, cara men;peroleh sumber hukum dan organisasi manusia yang
dibentuk dalam rangka penegakan dan jaminan HAM. Disebutkan bahwa pilar
berdirinya HAM dalam Islam adalah tauhid, risalah dan khilafah.

Selanjutnya ditulis berbagai HAM yang dilindungi dalam Islam. Dalam
contoh ini diperlihatkan perbuatan Rasulullah dan sahabatnya termasuk Umar bin

al-Khattab dalam rangka penegakan HAM.



Buku ini memberikan informasi konsep hukum Islam dan berbagai macam
jenis hak dan contoh perlindungannya oleh Nabi dan sahabat, termasuk Umar.
Akan tetapi dalam buku tersebut tidak disajikan alasan-alasan perlindungan HAM
dalam Islam tersebut secara mendalam untuk memberikan pengertian utuh
mengenai HAM dalam [slam.

Muhammad Hussain Haikal, Umar bin al-Khattab (2001). Merupakan
buku biografi tokoh yang disusun dengan memperhatikan metode periwayatan dan
telaah terhadap buku literatur sejarah Islam sebelumnya. Isi buku banyak
menceritakan perihal Umar dari lahir himgga meninggal yang dilatarbelakangi
sosial kemasyarakatan Arab.

Buku ini memberikan informasi seputar tindakan Umar, setelah menjadi
Khalifah, terutama keadilan dan kepastian hukumnya terhadap rakyat,
pemerintahan yang ia letakkan serta beberapa kasus yang berkaitan dengan ijtihad
dan keputusannya berkaitan dengan HAM.

Al-Haikal banyak memberikan data historis tindakan Umar termasuk
dalam rangka prlindungan HAM. Data historis sering ia cocokkan dengam logika
tertfentu sehinga menjadi masauk akal. Buku ini tidak membahas ‘'secara khusus
tenrang teori dan inti dari HAM dalam Islam.

Atho Mudzhar, Membaca Gelombang lIjtihad : Antara Tradisi dan
Liberasi (2001). Menyoroti masalah perkembangan ijtihad di dunia Islam
khususnya Indonesia. Dalam buku ini Atho banyak menampilkan problematika

mujtahid kontenporer dan metode mereka dalam listinbath.
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Salah satu cara Istinbath hukum tersebut berasal dari pemikiran Umar
dalam berijtuhad untuk memecahkan problem yang timbul akibat perkembangan
sosial dan budaya umat Islam. Buku ini membahas ijtihad Umar yang
mengutamakan kemaslahatan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan
sosial-budaya masyarakatnya, yang di Indonesia dapat digunakan untuk
memecahkan persoalan. Buku ini tidak secara tegas menyebut ijtihad Umar yang

berkaitan dengan HAM dan kemaslahatan.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai sebaik-baiknya
ciptaan, yang terdiri atas unsur jasmani dan rohani. Dengan jasmani dan rohaninya

ia berbeda dengan makhluk lainnya. Firman Allah SWT :

eyl et (3 OLusY) Ll U

Manusia diciptakan dalam jenis laki laki dan perempuan dan Islam
memandang kedua jenis tersebut sama. Persamaan melahirkan prinsip bahwa

keduanya memiliki hak yang harus dihormati zdan diakui semua manusia.

22....u’é.&g B

*! Al-Tin (95) : 4

22 Ali 'Imran (3) : 195
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Manusia kemudian membentuk kesatuan yang diberi nama suku atau
bangsa. Manusia kemudian saling mengenal antarasatu dengan yang lain yang

dilandasi atas dasar saling menghormati hak antara sesama manusia.

O e U3y Lgmd oS ey 5T, 875 n (STl B ) 0L
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Allah kemudian memuliakan manusia karena ia memiliki kecerdasan
hingga mampu mencari rizki di daratan maupun lautan. Kemuliaan manusia ini

dipertegas Allah dalam firman-Nya :

ads Ul 2 557 e oalibinh

Mengakui kemuliaan manusia berarti mengakui dan tunduk pada
kehebatan Tuhan. Dalam sejarah manusia, Iblis yang menolak sujud dikutuk Allah
kemudian menjadi sumber kejahatan di dunia. Bisa kita simpulkan bahwa tidak
menghormati kemuliaan manusia berarti adalah suatu kejahatan.*’Keistimewaan
* manusia menjadikann;'a makhluk istimewa yang dipilih menjé&ikl;alifah-Nya di
muka bumi. Salah satu bentuk kekhalifahan adalah perwujudan sistem kenegaraan

Islam yang selalu menyandarkan diri pada syari’at Islam untuk mewujudkan

2 Al-Hujurat (49) : 13
2 Al-TIsra” (17): 70

25 Marcel A. Boissard, Humanisme dalam Islam, alih bahasa Hamdan Rasyidi, cet.ke-1
(Jakarta: BulanBintang, 1980), him. 106.
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kebutuhan primer manusia berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan hareta

benda.?®

Adapun ketentuan Allah berkenaan dengan perlindungan HAM adalah

7 ....Qﬂswu)\w,\sdﬂ\ L"go\;LY

Di dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Islam

tidak memaksa dengan kekerasan untuk memeluk agama ini, akan tetapi bila

mereka telah masuk Islam seseorang harus konsekwen dengan ajaran agamanya.

Piagam Madinah dan masyarakat majemuknya merupakan bukti toleransi Islam.

Adapun peperangan yang dilakukan terhadap yahudi bukanlah karena agama

mereka akan tetapi karena mereka mengkhianati komunitas Madinah.

Rasulullah ketika berada di Madinah membentuk saqifah al-Madinah.

Esensi dari perjanjian tersebut adalah pegakuan terhadap keimanan yang lain dan

mengakui masyarakatnya merupakan komponen parallel masyarakat Madinah. Di

dalam masyarakat Madinah juga pernah terjadi perdebatan masalah agama yang di
akhiri dengan ajakan Nabi secara damai un’Fllk lfembali ke ajaran tauhid.*®

Hidup dalam agama Islam dipandang penting dan suci. Konsep Islam

jelas terlihat dengan pernyataanya bawa pembunuhan terhadap seorang yang tak

bersalah sama saja dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Individu

* A.J. Bakri, Konsep Magqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi, cetke-1 (Jakarta:
Rajawali Pers, 1996), hlm. 71.
" Al — Bagarah (2): 256.

*® Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan hidup
bersama dalam Masyarakat Majemuk, cet. ke-1 (Jakarta: UIP, 1989), him. 128.
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dalam kelompok merupakan khalifah yang punya maksud dalam penciptaanya

oleh karena itu hak hidupnya harus dilindungi.Firman Allah :

adg) Ue a8 Ugllae 5 ay Gl V) il o o il 14k Y

Penghormatan terhadap jiwas juga pernah dinyatakan oleh Rasulullah pada

khutbah Haji Wada’:

G s (Sap B S ol (Se WSy WSeles 0f 1 WU L

Penghormatan terhadap hidup ini dilakukan Rasulullah dengan mencela
kebiasaan jahiliyyah mengubur bayi wanita, melarang balas dendam
berkepanjangan antar suku dan ajaran kurban yang mengunakan hewan ternak.
Perlindungan terhadap nyawa manusia juga dipraktekkan Nabi yang melarang
dalam peperangan membunuh non-Combatant ( warga sipil )2

Inteligensia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang dengan
hal tersebut manusia bisa mengunakannya dalam merespon ha-hal yang datang
dari dalam maupun luar dirinya. Akal bisa merumuskan hal abstrak yang disetujui
bersama untuk menjamin hak mereka. Akal bisa digunakan memahami hak dan

kewajiban yang disepakati oleh konsensus bersama.

2 Al—1Isra’ (17) : 33

" Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1 ( Bandung: al-Maarif,

1996), him. 14.
! Ibid., hlm. 115.
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Rasul sering bermusyawarah dengan sahabat mengenai permasalahan

militer, sosial dan dakwah Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

32....('-@-2:{ ngjj' (.AJAU BM“)ABU v.b)\nyL»\ Og.l.“)

Rasulullah menerima usulan Salman al-Farisi dalam perang Khandaq
dan juga usulan Abu Bakar mengenai tawanan perang Badar. Rasulullah juga
memuji Mu'az bin al-Jabal yang akan mengunakan akal apabila ia tidak mendapat

solusi dalam teks ketika menghadapi persoalan.*

O A Bl oY ety YL S Y L

Manusia ingin disamakan sebagai makhluk yang mulia yang menjamin
status, hak dan kewajiban yang sama. Hak yang sama akan mengantarkan pada
pemahaman kesamaan kedudukan sebagai manusia dan tidak boleh diperhamba
orang lain. Dalam bidang perkawinan, institusi tersebut berhak dihormati dan
: tida}k boleh ada orang lain yang mencemarinya.

Rasul mengingatkan agar berbuat baik dengan tetangga dan tidék

memanggil mereka dengan panggilan yang buruk. Rasul memarahi Abu Zar al-

32 Al — Maidah (5) : 90

** Atho Mudzhar, Membaca Gelombangljtihad: antara Tradisi dan Liberasi, cet. ke-1
(Yogyakarta: Titian Illahi Pres, 1998), him. 70.

3* Al-Hujurat (49) : 11

B Al—Isra’ (17) : 32
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Gifari yang memaki seorang budak dengan sebutan " anak hitam"*® Beliau juga
membolehkan umatnya untuk kawin dan menghormati institusi perkawinan. Hal
itu ditunjang oleh adanya hukuman rajam bagi para pezina Muhsan.

Secara mendasar hak dapat dibagi menjadi hak hidup, hak kebebasan
dan hak .milik. Islam melindungi hak milik karena dengan materi bisa memenuhi
kebutuhan dasar dan pendukungnya. Realisasi konsep abstrak ( hidup ) dan yang
mendukungnya ( kebebasan ) akan menunjang fungsi kekhalifahan manusia bila
terealisasi dengan pemenuhan yang konkret berupa materi.Tanpa materi manusia
tidak akan bisa hidup oleh karena itu hak kebendaan adalah HAM yang wajib

dilindungi. FIrman Allah berkaitan dengan perlindungan harta :

o Ve ST S ) s 1y b (oS (SUAE ST Y
70 selad oxily @YU W) 1

Praktik perlindungan kepemilikan harta dilakukan rasul dengan
memperbolehkan kaum Muslimin mengunakan tanah rampasan dari Yahudi
Khaibar yang berkhianat, karena umat Islam saat itu masih lemah dan hak milik
mereka dirampas kafir Quraisy.>® Praktik lainnya adalah memoftong tangan
Fatimah binti Makhzum yang masih termasuk bangsaan Quraisy dan mendapat

pembelaan dari Usamah bin Zaid.

3 A.A. Wahid Wafi, Prinsip Hak Asasi dalam Islam, cet. ke-1 (Solo: Pustaka Mantiq,

1991), him. 15.
57 Al — Baqarah (2) : 188

3% A. Wahid Wafi, Persamaan Hak dalam Islam, cet. ke-3 (Bandung: al-Maarif, 1985),
him. 43.
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Teks dalam agama Islam dan juga praktek Nabi Muhammad ternyata
sesuai kemaslahatan manusia. Kewajiban dalam syariah sendiri menuju maqasid
al-Syari'ah yang melindungi kemaslahatan™. Faktor yang penting dalam maslaha
adalah perlindungannya terhadap masyarakat. Dalam syari'ah ini terlihat dalam
perintah sebagai pelestarian maslaha dan larangan yang mengandung pencegahan
terhadap kepunahan maslaha. Syatibi mendefinisikan maslaha sebagai apa-apa
yang menyangkut rizqi manusia, pemenuhan kehidupan manusia dan perolehan
apa-apa yang menuntut kualitas emosional dan intelektualnya dalam arti yang
mutlak.*’ dan membagi maslaha menjadi daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.
Dalam hal ini dikatakan bahwa tahsiniyyah adalah pelengkap hajiyyah dan

hajiyyah adalah pelengkap dari daruryyiah.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh
secara keseluruhan berasal dari buku-buku yang berisi bahasan tentang HAM dan
sejarah Umar bin al-Khattab pada masa kekhaiifahannya dalam menyelesaikan

permasalahan HAM

2. Sifat Penelitian

¥ M. Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam, alih bahasa Samsudin Nasution, cet. ke-1

(Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 245.
 Ibid. )him.244
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Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha memberikan
gamb. 1 yang jelas mengenai pandangan Umar bin al-khattab tentang HAM
sebelum akhirnya dideskripsikan tindakan perlindungan Umar terhadap HAM
melalui kebijakan-kebijakannya. Setelah diberikan deskripsi seperti seperti yang
telah disebut di atas selanjutnya dianalisis dengan pendekatan filsafat hukum
Islam. Pada akhirnya akan dijelaskan bagaimana landasan perlindungan HAM
oleh Khalifah dan mengapa hal itu dijadikan kebijakan negara sebelum akhirnya

dijadikan bahan pertimbangan negara muslim modern dalam bidang HAM.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitiannya maka bentuk pengumpulan data yang
dilakukan adalah penelaahan terhadap bahan pustaka yang terkait dengan masalah
yang dimaksud, yaitu bahan primer yang berupa buku yang berkaitan dengan
Umar bin al-Khattab beserta Hukum dan Filsafat Islam, seperti: Umar bin
Khatab atau al-Farug Umar, Muhammad Husein Haikal (2002), Membaca
Gelombang Ijtihad, Atho" Mudzhar (1998), Filsafat Hukum Islam, Muhammad
Khalik Masud (1996). Slélmber kedua adalah yang menyoroti tenang masalah
HAM dan negara, seperti: Dekonstruksi Syari'ah, oleh Abdullah Ahmad al-Na'im
(1997), Syura: Tradisi, Universalitas, Partikularitas, Muhammad Abid al-Jabiri
(2003), Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Syekh Syaukat Hessain (1999), HAM
dan Politik Dunia, David P. Forsythe (1993), HAM Sebuah Bunga Rampai, Peter
Davies (1994), HAM Dalam Tata Dunia Yang Berubah, Chandra Muzaffar

(1994), HAM Dalam Tata Dunia Baru, Antonio Cassesse (1995), llmu Negara,
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Suhino (1975). Sedangkar sumber pelengkap yang lain adalah: Jurnal al-Jami’ah
(1999), Jurnal al-Syir 'ah (:2)2), serta majalah dan jurnal lain yang terkait.
4. Analisis Data
Data yang diper.:eh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan
instrumen induksi. Metoc: induktif adalah cara berfikir dengan menerangkan
beberapa data yang bersi‘z khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Dalam
pemelitian ini beberapa h:. mengenai perlindungan HAM pada masa Umar bin
al-Khattab yang bersifal khusus dianalisis dengan menjelaskan sebab-sebab
perindungan khusus tersetat, kemudian menginduksikannya dengan pendekatan
filsafat hukum Islam yang rnenjadikannya legitimate dalam pandangan agama dan
memudahkannya dalam rmencari persamaannya dengan perlindungan HAM
negara modern.
5. Pendekatan Studi
Pendekatan Historis
Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan memperoleh data-data yang
berhubungan dengan sejarah [slam, khususnya sejarah tentang kekhalifahan Umar
bin al-khattab. Dengan penulusuran dan pengkajian tentang sejarah khalifah Umar
maka diketahui tentang perihal kepribadian, faktor budaya dan peranan sikapnya
dalam pengembangan ajaran Islam termasuk dalam bidang pengembangan dan

penegakan HAM.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi lima bab, Bab I menyajikan pokok
permasalahan yang terlebih dahulu mengutarakan secara singkat tentang HAM
dan pelaksanaan perlindunganya yang masih menjadi polemik dan kekhalifahan
Umar yang telah melakukan perlindungan HAM sebelum muncul konsep tersebut
di Barat. Selain itu juga berisi tentang pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai sejarah beserta implementasi HAM, HAM
dalam Islam dan HAM dalam negara Islam. Hal ini untuk mengetahui pandangan
mengenai hak asasi manusia. Hal ini di rasakan penting karena akan diketahui
genealogi dan karakteristik HAM dalam kedua konsepsi tersebut.

Bab III diuraikan tentang biografi Umar bin al-Khattab dan kebijakan
kenegaraannya yang berangkat dari visi serta kapasitasnya sebagai seorang
pemimpin, mujtahid dan ahli kenegaraan. Bab ini menerangkan tindakan
perlindungan HAM dalam mengambil kebijakan yang humanistis dan legal secara
hukum.

Bab IV di coba melihat, sejauh mana perlindungan HAM oleh Umar bin
al-Khattab dalam konteks hubungannya dengan maslaha. Bab ini merupakan
analisis terhadap wacana perlindungan HAM yang dilakukan Khalifah
Umar.Dalam analisis ini dimaksudkan untuk menguji keotentikan perlindungan
HAM menurut Islam dan juga jaminan hukum perlindungan hukumnya di

Indonesia.
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Bab V adalah penutup. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa
kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Kesimpulan tersebut
adalah tentang konsep dan pandangan Umar bin al-Khattab tentang HAM,
Kebijakan-kebijakan Umar bin al-Khattab dalam bidang HAM dan otentisitas

perlindungan HAM Islam serta jaminan hukumn Negara Muslim sekarang.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan di atas mengenai hak

asasi manusia dalam Islam, studi terhadap perlindungan HAM pada masa

kekhalifahan Umar bin al-Khattab maka dapat ditarik beberapa kesimpulan,

dantaranya :

1.

Pandangan Umar bin Khattab mengenai HAM tidak lepas dari prinsip-
prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi pandangan dasar
Umar dalam hak asasi manusia terlihat dari platform pemerintahannya
dalam pidato awal pengangkatannya sebagai khalifah. Ja menyatakan akan
berbuat adil, menghormati hak umat dan kebutuhan sosial-ekonomi rakyat.
Umar kemudian membawa ide keadilan dan kepastian hukum yang
bersumber dari al-Qur'an dan praktek zaman nabi ke dalam
pemerintahannya. Dengan  memasukkan ide  tersebut  dalam
penyelenggaraan kenegaraan maka setiap tindakan dan kebijakan negara ia
usahakan semaksimal mungkin memenuhi rasa keadilan (tauhid) dan
sesuai dengan aturan hukum Islam (risalah). Aturan hukum Islam
bertujuan untuk kemaslahatan yang intinya sama dengan hak asasi
manusia.

Keadilan dan kepastian hukum yang sesuai aturan Islam dilakukan Umar

dengan tindakannya dalam menjamin hak asasi manusia dengan
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Tahun 1999 pasal 9 ayat 2, 29 ayat 1, pasal 30 dan 35. Pembatalan hukuman
potong tangan sesuai UUD 1945 pasal 28 A, 28 G ayat 1, 28 | ayat 1 dan UU No.
39 Tahun 1999 pasal 9 ayar 1 dan 2. Kebebasan dari pengadilan yang sewenang-
wenang relevan dengan pasal 27 ayat 1, 28 D ayat I, 28 I ayat 1 UUD 1945 dan
pasal 17, 20, dan 33 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999.

Hak kebebasan berpendapat oleh Umar dilakukan dengan pertemuan
musyawarah pada Musim Haji sesuai dengan UUD 1945 pasal 28, 28 C ayat 2, 28
E ayat 2, dan UU No. 39 Tahun 1999 pasal 23 ayat 2, pasal 25 dan 44. Umar juga
memberikan hukuman bagi peminum khamar yang relevansinya bisa dilihat pada
Uuws 1945 pasal 28 C ayat 1, 28 H ayat 3,28 [ ayat 2, dan pasal 9 ayat 3, dan 29
ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999.° Hak kebebasan mengeluarkan pendapat bagi
wanita dilakukan dengan pembatalan fatwa maskawin, ini sesuai dengan pasal 28
C ayat 2, 28 B ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 2 dan pasal 50 UU No. 39
Tahun 1999

Perlindungan terhadap lembaga keluarga dan suami-istri diwujudkan
dengan hukuman yang tegas bagi para pezina. Relevansi perlindungan ini bisa
dilihat pada pasal 28 C ayat 2, 28 G ayat 1, dan 28 H ayat 1 UUD 1945 dan pasal
9 ayat 3, 29 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999. Perlindungan HAM yang sesuai
dengan perlindungan negara modern (Indonesia) terhadap hak milik, adalah kasus
perluasan al-Masjid al-Haram adalah sesuai dengan pasal 28 H ayat 4, 28 G ayat

1 UUD 1945 dan pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999.”"

" Ibid
" Ibid.
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Pemerintahan Umar memisahkan lembaga pemerintahan dengan
kehakiman. Umar mengangkat hakim di Madinah, Basrah, dan Kufah untuk
mengadili sengketa hak di antara warga. Umar juga mendirikan dasar peradilan
Islam melalui suratnya kepada Abu Musa al-'Asy'ari untuk selalu adil tidak
pandang bulu menggunakan bukti kuat dan menggunakan penalaran dalam
menghadapi kasus hukum, termasuk dalam menegakkan hak dasar manusia’.
Indonesia sebagai Negara Islam modern memiliki komisi nasional hak asasi
manusia, (KOMNAS HAM), lembaga setingkat institusi negara yang menangani
pelanggaran HAM. Tugas KOMNAS HAM adalah menjelaskan kepada
masyarakat tentang HAM, menerima dan menangani pengaduan HAM dan
meneliti serta meratifikasi konvensi internasional tentang HAM."

Walau konsep dan pemikiran HAM masa Umar tidak sesistematis dan
sematang sekarang namun pemerintahan Umar juga pernah mengadili
permasalahan berkaitan dengan HAM. Qisas pernah dijatuhkan dalam
persidangan Muhammad bin Amru, Raja Jabala, dan terhadap pembunuhan
seseorang yang menjadi saksi perzinahan. Umar juga pernah memerintahkan
gubernur Irak mengembalikan tapah yang ia rampas dari orang Persia. Di
Indonesia kasus pelanggaran HAM diadili oleh pengadilén HAM, yang terdapat di
lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM mempunyai tujuan idiil

memelihara perdamaian dunia, menjamin pelaksanaan HAM dan memberi

2 Disamping melindungi HAM dengan Ijtihadnya, Umar juga mendirikan lembaga
peradifan guna menyelesaikan sengketa hak manusia dan hukum.

7 Jayadi, Studi Komparasi HAM dalam hukum Islam dan UUD 1945, Skripsi Strata
Satu [AIN Sunan Kalijaga (2000), him. 45.
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perlindungan dan keadilan pada perorangan atau masyarakat. Tujuan praktis

pengadilan HAM adalah menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat berdampak

pada tingkat nasional dan internasional.”

4 M.Fathoni, Tinjauan Hukum [slam, him. 86.



125

menyerahkan kepenguasaan tanah sawad kepada penduduk asli. Kasus lain
adalah Umar membatalkan hukuman potong tangan pada saat musim
paceklik, karena menyadari pencurian itu dilakukan untuk menyelamatkan
nyawa pelaku pencurian. Umar melakukan dialog dengan rakyat pada
musim haji untuk mendapat masukan dari rakyat dan juga tidak keberatan
di koreksi dengan pedang merupakan jaminan kebebasan mengemukakan
ide dan pendapat. Umar membatalkan fatwa maskawin yang melangar hak
kaum perempuan , berdasarkan protes yang dilakukan seorang wanita
Quraisy.Penghormatan terhadap hak hidup dilakukan Umar dengan tidak
membunuh warga sipil dan tawanan perang serta memperlakukan mereka
dengan baik. Umar ketika menguasai Mesir dan Jerussalem memberikan
jaminan keselamatan jiwa dan raga bagi non-Muslim. [tu dilakukan untuk
menghormati kebebasan beragama. Umar meletakkan dasar peradilan
Islam dan melaksanakan hukum sesuai aturan yang berlaku dengan
hukuman setimpal bagi Jabala. Hukum diberlakukan sama kepada semua
orang untuk menjamin hak bebas dari perampasan dan jaminan yang
kokoh terhadap hak asasi rakyat. Hukuman cammbuk oleh Umar
dimaksudkan menjaga akal dan menjaga ketertiban umum. Hukuman berat
bagi pezina dimaksudkan untun menjaga kehormatan dan moral
masyarakat [slam.

. Perlindungan HAM oleh Umar dilakukan sebagai konsekwensi dari
doktrin tauhid. Tauhid mengarahkan manusia untuk menerima ketentuan

(keadilan) Tuhan dan ketentuan bahwa tauhid bisa difahami dengan akal.
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Sebagai bagian dari alam manusia pasti akan menuruti fitrahnya (kodrat)
sesuai kehendak Tuhan dan hal tersebut diperkuat dengan ajaran agama
(risalah ) dari para nabi. Masyarakat risalah akan mengadakan
musyawarah untuk melindungai hak fitrahnya. Hak tersebut dalam
konstitusi berbentuk hak hidup (agama, akal, kehormatan), kebebasan
(untuk menunjang hak hidup tersebut) dan hak milik (untuk realisasi hak
hidup diatas)

Kesesuaian yang terjadi antara perlindungan HAM Umar dengan
perlindungan HAM negara modern seperti Indonesia adalah bahwa
tindakan tersebut akan mengarah kedapa perlindungan terhadap agama,
Jiwa, akal, kehormatan, dan kepemilikan harta. Dalam perlindungan HAM
masa Umar lima unsur tersebut dilegitimasi dengan ayar al-Qur'an, al-
Sunnah, dan [jtihad, sedangkan di Indonesia hal itu dilindungi dalam
Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang negara mengenai HAM
(UU No. 39 Tahun 1999). Kesesuaian ini dikarenakan pemerintah
Indonesia walaupun secara formal tidak menyatakan dirinya sebagai
negara Islam, dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan yang
berhubungan dengan HAM selalu mengindahkan nilai-nilai agama Islam
yang mengacu kepada ushul al-Khamsah dan dapat menyesuaikan dengan

perkembangan sosial.
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B. Saran-saran

Setelah menyimak dan memperhatikan berbagai persoalan dalam skripsi

ini maka dipandang perlu mengemukakan berbagai saran kepada fihak-fihak

beriut :

1.

Fakultas Syariah

Agar para peneliti khususnya dari fakultas Syari’ah lebih banyak
lagi meneliti tokoh-tokoh Muslim, sehingga banyak buah pemikiran
mereka yang positif yang dapat di ambil dan manfaatkan guna
mengembangnkan pemikiran tentang hukum Islam yang akan membuat
hukum Islam lebih dapat diterima secara metodologis dan ilmiah oleh
berbagai kalangan terutama kalang‘an Muslim sendiri.
Pemikir dan aktivis Islam

Para Pemikir dan aktivis gerakan Islam agar selalu mengenalkan
dan mensosislisasikan konsep Islam tentang hak asasi manusia. Dengan
demikian konsep Islam sebagai rahmat alam semesta bisa difahami dan
dimengerti dalam rangka menunjang deklarasi universal HAM, yang pada
akhirnya adalah untuk penghormatan terhadap harkat dan martabat
s Hal i juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Islani
agama yang menghormati manusia dan menjauhkan stigma buruk tentang
citra agama Islam.
Pemerintah dan aktivis HAM

Pemerintah Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah
Muslim dan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia

hendaknya didalam mengambil keputusan yang berupa perundang-
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undangan maupun ketetapan hukum yang lain yang berhubungan dengan
konsekwensi dari penerimaan UDHR PBB dan ratifikasi beberapa
peraturan yanng ada kaitannya dengan HAM, memperhatikan konsep
filosofis Islam yang berhubungan dengan negara, kemaslahatan dan warga

negara.
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